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Abstrak
Partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat masih 
terbatas, hal ini terlihat pada rendahnya tingkat kesejahteraan perempuan seperti 
akses dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan memahami tentang urgensi kebijakan penyelenggaraan APBD ber-
basis Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan 
Barat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan perempuan. Penelitian merupakan 
penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan disajikan dalam bentuk 
deskriptif-analitis. Penerapan ARG pada kebijakan penyelenggaraan APBD, menjadi-
kan anggaran lebih efektif dan efisien, serta sebagai perwujudan dari good govern-
ance dalam penyelenggaraan anggaran daerah. ARG merupakan hasil dari penera-
pan Gender Analysis Pathway (GAP) disetiap dokumen penganggaran. 

Abstract
Women’s participation for policy making of Local Government Budget (APBD) in Seka-
dau Regency, West Kalimantan Province is limited, it can be seen in the low level of the 
women’s welfare such as access for education and health. The purpose of this study is 
to know and understand the urgency of the implementation of the APBDbased on the 
Gender Responsive Budget (ARG) in Sekadau Regency, West Kalimantan Province in 
order to realize women’s welfare. The research method used is a qualitative method 
with a normative juridical approach and is presented in a descriptive-analytical form. 
This research belongs to the tradition of qualitative research with a social legal ap-
proach. The application of ARG to the policy of administering the APBD, makes the 
budget more effective and efficient, as well as the realization of good governance in 
the implementation of regional budgets. ARG is the result of implementing Gender 
Analysis Pathway (GAP) in each budgeting document.


Address : Jl. Arteri Soekarno-Hatta, Semarang, Jawa Tengah 59160
  Indonesia
E-mail : aganata12@gmail.com

ISSN 1907-8919 (Cetak)

ISSN 2337-5418 (Online)



Aga Natalis, Urgensi Kebijakan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Mewujudkan ...

65



1. Pendahuluan
Kelahiran konsep negara modern se-

bagai misi untuk mewujudkan kesejahteraan 
dan kebahagiaan masyarakat, ditandai den-
gan perkembangan suatu konsep “negara 
hukum”, yaitu konsep negara hukum kese-
jahteraan (social service state; welfare state). 
Dalam suatu negara hukum yang demikian, 
tugas negara sebagai pelayan publik adalah 
mengupayakan keadilan/kesejahteraan sosial 
yang oleh Lemaire disebutkan sebagai bes-
tuurszorg (Marbun, 2001:105). 

Konsep negara hukum kesejahteraan 
merupakan hasil perkembangan dari kon-
sep negara hukum polizieistaat dan konsep 
negara hukum nachtwakerstaat. Konsep ne-
gara kesejahteraan diadopsi oleh para pen-
diri bangsa Indonesia dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik In-
donesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pada 
Alinea ke-4 UUDNRI 1945, yang menyata-
kan bahwa salah satu tujuan negara Indone-
sia adalah untuk memajukan kesejahteraan 
umum, yang menjadi raga bagi setiap peratu-
ran perundang-undangan yang berada diba-
wah UUD NRI 1945.

Usaha mewujudkan kesejahteraan di 
Indonesia dapat dilakukan dengan 4 (empat) 
fokus utama yaitu; infrastruktur, pembangu-
nan, kebijakan desentralisasi, dan kebijakan 
deregulasi ekonomi. Empat fokus utama ter-
sebut diharapkan mampu meningkatkan ke-
sejahteraan di Indonesia, baik pembangunan 
manusia, pemerataan pembangunan dan 
menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat. 

Permasalahan mendasar dalam pen-
gambilan kebijakan dalam rangka mewujud-
kan kesejahteraan adalah terkait pemberda-
yaan perempuan, yaitu rendahnya partisipasi 
perempuan dalam setiap pengambilan kebi-
jakan yang berkaitan dengan anggaran di da-
erah, selain itu masih adanya bentuk praktek 
diskriminasi terhadap perempuan menjadi 
permasalahan yang cukup kompleks, salah 
satunya terjadi di Kabupaten Sekadau Pro-
vinsi Kalimantan Barat (Listyaningsih, 2010: 
144). 

Tolak ukur suatu kebijakan penye-
lenggaraan APBD yang responsif terhadap 
kebutuhan gender adalah kebijakan penye-

lenggaraan APBD yang berimplikasi terhadap 
kesejahteraan perempuan. Undang-Undang 
No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Ne-
gara Pasal 3 Ayat (1), bahwa Keuangan Ne-
gara dikelola secara tertib, taat pada peratu-
ran perundang-undangan, efisien, ekonomis, 
efektif, transparan, dan bertanggung jawab 
dengan memperhatikan rasa keadilan dan 
kepatutan. Pengelolaan keuangan daerah 
yang berkeadilan menuntut produksi kebija-
kan keuangan daerah yang mengarah kepada 
tujuan filsafat politik, agar secara etis men-
dapatkan pembenaran, sebagai contoh kebi-
jakan pengelolaan keuangan yang dilakukan 
tanpa diskriminasi, yang diaktualisasi dengan 
pengelolaan keuangan daerah yang memper-
hatikan kesejahteraan perempuan.

Indikator penyelenggaraan APBD yang 
menjamin kesejahteraan perempuan yaitu, 
kebijakan penyelenggaraan APBD sebagai 
instrumen untuk menjaminnya keterlibatan 
perempuan dalam proses politik dan jaba-
tan politik, kebijakan penyelenggaraan APBD 
dalam rangka menjamin taraf pendidikan 
dan layanan kesehatan serta bidang pemban-
gunan lainnya, untuk meningkatkan kualitas 
hidup dan sumber daya kaum perempuan, 
kebijakan penyelenggaraan APBD harus res-
posif terhadap kebutuhan perempuan, peny-
elenggaraan kebijakan APBD yang responsif 
dilakukan secara menyeluruh di semua Sa-
tuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan 
adanya kampanye anti kekerasan terhadap 
perempuan dan anak.

Partisipasi perempuan terhadap pendi-
dikan dan kesehatan di Kabupaten Sekadau 
sangat terbatas, dibuktikan dengan Angka 
Partisipasi Sekolah (APS) untuk penduduk 
berjenis kelamin perempuan masih sangat 
rendah dibanding laki-laki, yaitu perempuan 
umur 13-15 Tahun yaitu 84,71 % (delapan 
puluh empat koma tujuh puluh satu persen) 
jika dibandingkan dengan Angka Partisipasi 
Sekolah (APS) untuk penduduk berjenis ke-
lamin laki-laki dengan rentang umur yang 
sama, yaitu 93,99% (sembilan puluh tiga 
koma sembilan puluh sembilan persen), den-
gan jumlah selisih 9,28% (sembilan koma dua 
puluh delapan persen. Lebih dari pada itu, 
angka buta huruf untuk penduduk berjenis 
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kelamin perempuan umur 15 tahun ke atas 
yaitu, 8,07% (delapan koma tujuh persen), 
lebih tinggi 5,85% (lima koma delapan pu-
luh lima persen) dari angka buta huruf untuk 
penduduk berjenis kelamin laki-laki umur 15 
tahun ke atas, yaitu 2,22% (dua koma dua 
puluh dua persen) (BPS Kabupaten Sekadau, 
2017: 7-9).

Faktor kesehatan merupakan indika-
tor penting, selain faktor pendidikan guna 
menilai apakah sebuah pembangunan ber-
dampak terhadap kesejahteraan perempu-
an. Dari sudut pandang kesehatan, di Kabu-
paten Sekadau jumlah Angka Kematian Ibu 
(AKI) dari tahun 2012 sampai tahun 2014 
mengalami penurunan dengan AKI sebesar 
147,1 (seratus empat puluh tujuh koma satu) 
per 100.000 (seratus ribu) kelahiran hidup, 
tetapi pada tahun 2015 kembali meningkat 
menjadi 203,67 (dua ratus tiga koma enam 
puluh tujuh), kemudian mengalami penuru-
nan pada tahun 2016 dan 2017, menjadi 92, 
14 (sembilan puluh dua koma empat belas). 
AKI di Kabupaten Sekadau menempati posisi 
ke-8 (delapan) dari 13 (tiga belas) Kabupaten 
di Kalimantan Barat (BPS Kabupaten Seka-
dau, 2017: 7-9).

Faktor utama yang menyebabkan kebi-
jakan APBD yang belum responsif terhadap 
kebutuhan perempuan di Kabupaten Seka-
dau adalah peran perempuan dalam berba-
gai bidang pembangunan terutama dalam 
struktur pemerintahan dan organisasi politik 
maupun dalam proses pengambilan kebi-
jakan belum optimal (Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Sekadau, 
2017: VI-24). 

Perencanaan APBD yang responsif 
gender adalah perencanan untuk mencapai 
kesetaraan dan keadilan gender, yang dilaku-
kan melalui pengintegrasian pengalaman, as-
pirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian 
permasalahan gender terutama terkait den-
gan kesejahteraan perempuan. Upaya un-
tuk mewujudkan model perencanaan APBD 
yang responsif terhadap kesejahteraan pe-
rempuan, maka diperlukan komitmen, pen-
getahuan, serta sensitivitas terhadap isu-isu 
gender oleh Satuan Keja Perangkat Daerah di 
Kabupaten Sekadau. Berdasarkan permasa-

lahan diatas, maka penulis terinspirasi untuk 
menyusun sebuah penulisan karya ilmiah, 
yang berjudul “Urgensi Kebijakan Penyeleng-
garaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan 
Perempuan”.

Permasalahan yang akan dibahas dalam 
artikel ini adalah mengenai urgensi kebijakan 
penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah berbasis Anggaran Responsif 
Gender di Kabupaten Sekadau Provinsi Ka-
limantan Barat dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan perempuan.

2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan yuridis nor-
matif. Penelitian ini disajikan dalam bentuk 
deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan 
dan menganalisis segala temuan dalam ben-
tuk dokumen, yang kemudian disusun dalam 
bentuk artikel untuk memaparkan permasa-
lahan dengan judul ”Urgensi Kebijakan Pe-
nyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dalam Mewujudkan Kesejah-
teraan Perempuan”.

3. Pembahasan

Urgensi Kebijakan Penyelenggaraan Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah Ber-
basis Anggaran Responsif Gender di Kabu-
paten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat 
dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan 
Perempuan

Teori hukum feminis mengkonstruk-
sikan bahwa hukum yang baik adalah hu-
kum yang berpihak kepada perempuan 
(dan tentunya siapa saja) yang secara sosial 
dilemahkan untuk kemudian melawan pe-
nindasan. Menurut Margot Strubbs, “Dilihat 
dari perspektif feminis, hukum harus tidak 
dianggap netral dari masyarakat, tetapi se-
bagai bentuk peraturan yang digunakan un-
tuk memproduksi hubungan antar seks dan 
kelas ekonomi yang ada (Irianto, 2006: 9) 
dan hukum dituntut mengandung prinsip 
yang berkeadilan bagi perempuan. Dalam 
perspektif kebijakan penyelenggaraan APBD, 
maka pengambilan kebijakan harus menitik-
beratkan kepada partisipasi perempuan, agar 
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output kebijakan APBD mampu merepresen-
tasikan pengalaman dan kebutuhan subjektif 
perempuan, maka konsep yang ditawarkan 
senada dengan teori hukum feminis adalah 
kebijakan penyelenggaraan APBD yang ber-
basis Anggaran Responsif Gender (ARG).

ARG adalah bentuk aspek demokrasi 
dari pelaksanaan kebijakan anggaran di da-
erah yang dibutuhkan untuk mewujudkan 
keadilan dan kesetaraan gender. Artinya pen-
gambilan kebijakan anggaran daerah harus 
memenuhi dua unsur, yaitu pengambilan ke-
bijakan anggaran yang baik secara normatif 
dan yang responsif yang berbasis pada kebu-
tuhan rill masyarakat, sehingga aspek demo-
krasi material maupun formal dapat terwujud 
dalam pengambilan kebijakan anggaran da-
erah tersebut (Rodiyah, 2012: 386).

Adapun tujuan penyusunan APBD 
yang responsif gender adalah:

a. Meningkatkan efek alokasi anggaran 
pemerintahan terhadap perempuan 
dan laki-laki, dan agar mencapai 
target kebijakan penerimaan dan 
menghindari kebijakan bias gender 
yang tidak diinginkan oleh warga 
negara;

b. Meningkatkan kesadaran warga negara 
tentang pentingnya kebijakan gender 
and development (GAD) dan upaya 
mempercepat terwujudnya kesetaraan 
gender melalui komitmen anggaran; 
dan

c. Mengubah kebijakan anggaran menjadi 
responsif gender untuk meningkatkan 
gender equality.
Manfaat dari penyusunan sebuah ang-

garan yang responsif gender bagi pemerintah 
daerah adalah meningkatkan efisiensi dan da-
pat memperbaiki dampak dengan menjamin 
bahwa pengeluaran pemerintah bermanfaat 
untuk kelompok laki-laki dan perempuan 
yang paling membutuhkan. Dapat digunakan 
untuk melaporkan tentang perkembangan 
pencapaian komitmen pemerintah terhadap 
demokrasi, hak-hak perempuan dan keseta-
raan pembangunan ekonomi yang adil.

Setiap implementasi kebijakan baru di 
daerah selalu membutuhkan komitmen yang 
menunjukkan keseriusan pemerintah daerah 

dalam mendukung pencapaian tujuan imple-
mentasi kebijakan ARG, yaitu pembangunan 
manusia dan dapat dikatakan juga bahwa 
komitmen menjadi prasyarat keberhasilan 
pembangunan manusia. Komitmen dan ino-
vasi pembangunan manusia akan tercermin 
dalam kebijakan dan anggaran dari suatu da-
erah. Komitmen saja juga tidak cukup untuk 
mendukung implementasi kebijakan ARG, 
namun komitmen juga memerlukan kapasi-
tas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat 
birokrasi dan juga peran masyarakat sipil, 
karena jika tidak mendapat dukungan SDM 
dan masyarakat, maka komitmen ini akan 
berhenti di atas saja tidak dapat diaplikasi 
dengan baik (Widowati, 2016: 4).

Dengan menerapkan ARG, maka pe-
ganggaran di Kabupaten Sekadau diharap-
kan:
a. Perwujudan Hak Asasi Manusia

ARG memungkinkan adanya suatu 
pemantauan terhadap proses untuk menca-
pai hak-hak asasi manusia, sebagai patokan 
umum, dianjutkan bahwa laki-laki, perem-
puan, dan anak-anak sama-sama mendapat-
kan keuntungan dari pengeluaran pemerin-
tah. Untuk menjamin hak asasi manusia itu, 
maka anggaran pemerintah perlu diperiksa 
dari perspektif gender.
b. Mewujudkan Good Governance

Pemerintahan yang baik melakukan 
analisis isu-isu gender, partisipasi perempuan 
dan laki-laki dalam pengambilan kebijakan 
di semua tingkat lembaga guna menentukan 
kebijakan yang bermanfaat bagi peningkatan 
kesejahteraan gender.
c. Meningkatkan Partisipasi

ARG secara inheren menghasilkan pro-
ses penyelenggaraan yang partisipatif, karena 
memberikan suara kepada kelompok-ke-
lompok baik di dalam dan di luar pemerin-
tah yang secara nyata berada di luar proses 
pengambilan kebijakan anggaran. Partisipasi 
semakin dipromosikan sebagai alasan karena 
ARG memenuhi kapasitasnya untuk mewu-
judkan sebuah konsep penyelenggaraan pe-
merintahan yang baik. Menurut Mary Ru-
simbi, ARG mengacu pada analisis anggaran 
sebagai sarana aksi dan advokasi kolektif da-
lam rengka mewujudkan kesetaraan gender 
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dalam kebijakan penganggaran (Ichii, 2010: 
6-7).
a. Lebih Efektif dan Efisien

Pada analisis situasi/analisis gender di-
lakukan pemetaan peran perempuan dan 
laki-laki, kondisi perempuan dan laki-laki, 
kebutuhan perempuan dan laki-laki ser-
ta permasalahan perempuan dan laki-laki. 
Dengan demikian analisis gender akan men-
gurai dan memberikan jawaban yang lebih 
tepat untuk memenuhi kebutuhan perempu-
an dan laki-laki dalam penetapan program/
kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan 
apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi 
kesenjangan gender, dan siapa yang sebaik-
nya dijadikan target sasaran sebuah program/
kegiatan dan bagaimana program/kegiatan 
akan dilakukan.
b. Mengurangi Tingkat Kesenjangan 

Penerimaan Manfaat Pembangunan
Dengan analisis situasi/analisis gender 

dapat mengidentifikasikan adanya perbe-
daan permasalahan dan kebutuhan antara 
perempuan dan laki-laki, sehingga dapat 
membantu para perencanaan maupun pe-
laksana untuk menemukan solusi dan sasaran 
yang tepat dalam rangka menjawab permasa-
lahan dan kebutuhan yang berbeda.

Pelaksanaan dan Implikasi APBD yang Ber-
basis Anggaran Responsif Gender Terha-
dap Kesetaraan Gender Dalam Pembangu-
nan di Kabupaten Sekadau

Pelaksanaan dan implikasi APBD yang 
berbasis anggaran responsif gender terhadap 
kesetaraan gender dalam pembangunan di 
Kabupaten Sekadau, berdasarkan teori struk-
tur hukum Lawrence Friedman, maka dapat 
dilihat dari tiga elemen penting, yaitu:
a. Struktur hukum, yaitu apakah sudah ada 

institusi-institusi di Kabupaten Sekadau 
yang memiliki hak dan kewajiban untuk 
mengupayakan dan melaksanakan APBD 
yang berbasis anggaran responsif gender?

b. Substansi hukum, yaitu apakah di Kabu-
paten Sekadau sudah terdapat peraturan 
daerah sebagai payung hukum untuk 
melaksanakan APBD yang berbasis angg-
aran responsif gender guna mewujudkan 
kesejahteraan perempuan?

c. Budaya hukum, yaitu bagaimana pola 

perilaku nyata manusia di Kabupaten 
Sekadau terkait pelaksanaan APBD yang 
berbasis anggaran responsif gender terh-
adap kesetaraan dalam pembangunan di 
Kabupaten Sekadau? 

Realitas implementasi kebijakan ARG 
di Kabupaten Sekadau menunjukkan adanya 
hambatan yang sangat berarti dalam me-
mahami kebijakan ARG karena ketiadaan 
payung hukum di daerah sebagai komitmen 
politik pemerintah daerah, selain itu keti-
adaan alokasi anggaran untuk penyediaan 
profil gender, pelatihan gender, ataupun eva-
luasi, membuat ARG menjadi sulit untuk di-
terapkan. Dalam kasus Kabupaten Sekadau 
misalnya, tidak terdapat alokasi anggaran 
untuk pelatihan gender dan penyediaan data 
terpilah, terlebih untuk evaluasi dampak pro-
gram terhadap kesetaraan gender. Lalu mun-
cul pertanyaan, seberapa responsif gender 
APBD dalam kasus Kabupaten Sekadau?

Berdasarkan data yang dihimpun oleh 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Da-
erah (BKAD) Kabupaten Sekadau tentang 
APBD Kabupaten Sekadau Tahun 2016, yaitu 
mencapai Rp. 877.995.606.103,00 (delapan 
ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus 
sembilan puluh lima juta enam ratus enam 
ribu seratus tiga rupiah), hanya 0,30 % (nol 
koma tiga puluh persen) saja yang digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan gender. Kebija-
kan APBD di Kabupaten Sekadau belum res-
ponsif gender karena tidak dilakukan secara 
menyeluruh di semua Satuan Kerja Perangkat 
Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2017 tidak ter-
dapat kegiatan khusus pemberdayaan pe-
rempuan dari seluruh SKPD yang ada, di-
sebabkan Pemerintah Kabupaten Sekadau 
masih terfokus pada program pembangunan 
fisik, seperti pembangunan infrastruktur dan 
fasilitas lainnya, sehingga kebijakan anggaran 
di Kabupaten Sekadau belum mampu me-
representasikan anggaran yang pro terhadap 
kesejahteraan perempuan.

Beberapa permasalahan yang meng-
hambat penerapan ARG di Kabupaten Seka-
dau, diantaranya:

a. Masih rendahnya kesadaran untuk 
mengimplementasikan ARG;
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b. Adanya kesalahpahaman yang masif 
tentang ARG;

c. Model ataupun metode yang 
disosialiasikan masih belum 
dikontekstualisasi dengan sistem atau 
pun kondisi Kabupaten Sekadau;

d. Kurangnya Sumber Daya Manusia 
(SDM) untuk penerapan ARG baik 
dalam lembaga eksekutif, legislatif 
maupun masyarakat;

e. Belum terbentuknya lembaga 
pengarusutamaan gender;

f. Belum tersedianya profil gender dan 
belum tersedia data terpilah; 

g. Kurangnya perwakilan perempuan 
di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD), yaitu hanya 1 (satu) perwakilan 
dari keseluruhan 30 (tiga puluh) 
anggota DPRD Kabupaten Sekadau 
untuk periode 2014-2019; dan 

h. Belum tersedianya indikator ARG.

Teori hukum responsif digagas oleh No-
net dan Selznick, teori hukum responsif yang 
menghendaki agar hukum senantiasa peka 
terhadap perkembangan masyarakat, dengan 
karakternya yang menonjol, yaitu menawar-
kan lebih dari sekedar procedural justice, 
berorientasi pada keadilan, memperhatikan 
kepentingan publik, dan lebih daripada itu 
mengedepankan pada substancial justice.

Model yang ditawarkan bagi sistem 
penganggaran di Kabupaten Sekadau ter-
kait pengimplementasian ARG secara ideal. 
Persoalan mendesak di Kabupaten Sekadau 
terkait kesejahteraan perempuan harus sege-
ra diselesaikan. Dibutuhkan kemauan politik 
dan kerja keras Pemerintahan Daerah Kabu-
paten Sekadau dalam mengupayakannya. 
Kebijakan anggaran memegang peran kunci 
yang sangat strategis dalam pemenuhan hak-
hak dasar, utamannya hak asasi perempuan 
dan kalangan gender minoritas lainnya, ka-
rena anggaran adalah ekspresi kebijakan se-
bagai muara dari konsep rumusan kebijakan 
dan juga untuk memperhitungkan bagaima-
na alokasi sumber daya untuk mendukung 
kebijakan tersebut.

Sebuah Kebijakan pemberdayaan pe-
rempuan di Kabupaten Sekadau dapat ber-
jalan dengan baik apabila Sumber Daya Ma-

nusia (SDM) mempunyai kepiawaian dalam 
proses perumusan program dan kebijakan. 
SDM yang tersedia harus bisa mengidentifika-
sikan persoalan perempuan dan menariknya 
menjadi persoalan yang representatif untuk 
diagendakan dalam kebijakan pembangu-
nan. Dengan pengetahuan yang memadai 
mengenai persoalan perempuan, merupakan 
alat untuk lebih mendekati pada kebutuhan 
dan kepentingan perempuan.

SDM perlu mengenal tujuan (goals) 
yang akan dicapai agar dapat mendekatkan 
permasalahan perempuan yang mendasar, 
sepeti :ketidaksetaraan, aborsi, kesehatan, 
pemerataan kesempatan, dapat terakomodir 
dan diperhatikan oleh penentu kebijakan. Di 
samping itu, SDM itu pun harus menyebar-
kan kepedulian pada masalah perempuan ke 
tiap aparat pemerintahan lainnya agar perso-
alan perempuan menjadi perhatian pemerin-
tah (Sintaningrum, Nurasa & Sugandi, 2011: 
31).

Konstruksi Pembentukan Kebijakan Pe-
nyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah yang Ideal di Kabupaten 
Sekadau Provinsi Kalimantan Barat

Fungsi APBD salah satunya adalah da-
lam rangka mengurangi berbagai kesenjan-
gan dilakukan dalam model ARG yang meru-
pakan sebuah aplikasi dari pengarusutamaan 
gender dalam proses anggaran, ini berarti 
penilaian anggaran berbasis gender, mengga-
bungkan perspektif gender di tingkat proses 
dan restrukturisasi penerimaan dan pengelu-
aran anggaran dalam rangka untuk mempro-
mosikan kesetaraan gender (Downes, Trapp 
& Nicol, 2017: 26). Jika ARG berhasil dite-
rapkan maka equality before the law tidak 
lagi sekedar mitos melainkan telah menjadi 
realitas yang dapat memberikan keadilan 
bagi semua warga negara (Rismawati, 2011: 
436).

Beberapa hal yang harus diperhatikan 
dalam penyusunan kebijakan penyelengga-
raan APBD berbasis kesetaraan gender antara 
lain; perempuan dan pendidikan, pendidikan 
dan pelatihan bagi perempuan, perempuan 
dan kesehatan, kekerasan terhadap perem-
puan, perempuan dan konflik bersenjata, 
perempuan dan ekonomi, perempuan dan 
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kedudukan pemegang kekuasaan dan pen-
gambilan keputusan, mekanisme kelemba-
gaan untuk pemajuan perempuan, hak asasi 
perempuan, perempuan dan media masa, 
perempuan dan lingkungan hidup, dan anak 
perempuan (the girl-child). Berbagai perma-
salahan perempuan tersebut diaplikasikan 
dalam sebuah strategi Pengarusutamaan 
Gender (PUG), dengan mekanisme Perenca-
naan dan Penganggaran yang Responsif Gen-
der (PPRG), dalam bidang keuangan daerah 
maka akan menghasilkan Anggaran Responsif 
Gender (ARG).

PUG berusaha menghapus ketidaka-
dilan gender menggunakan kerangka ana-
lisis gender yaitu kerangka konseptual yang 
menyadari kemungkinan adanya perbedaan 
kapasitas, potensi, aspirasi, kepentingan 
dan kebutuhan antara perempuan dan laki-
laki. PUG dan strategi yang dirancang untuk 
menjamin bahwa seluruh proses perenca-
naan, pelaksanaan, monitoring, dan evalua-
si semua kebijakan dan program PUG telah 
memperhitungkan dimensi gender (Fitriyah, 
2011: 72).

Upaya mendukung implementasi Pen-
garusutamaan Gender (PUG), diperlukan 
anggaran yang responsif gender, oleh karena 
itu, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan 
No. 119 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pe-
nyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan 
Anggaran Kementian Negara/Lembaga dan 
Penyusunan, Penelahaan, Pengesahan, dan 
Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Angga-
ran Tahun Anggaran 2010. Sebagai langkah 
awal, 7 (tujuh) kementrian didorong untuk 
menerapkan ARG ke dalam program dan ke-
giatan masing-masing kementrian, yaitu: Ke-
mentrian Keuangan, Kementrian Pertanian, 
Kementrian Pendidikan Nasional, Kementri-
an Kesehatan, Kementrian Pekerjaan Umum, 
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, dan Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional.

Pada tahun berikutnya melalui Peratu-
ran Menteri Keuangan No. 104 Tahun 2010 
dan Peraturan Menteri Keuangan No. 93 Ta-
hun 2011 implementasi ARG diperluas ke 
dalam bidang pembangunan sosial, ekono-
mi, dan politik. Sejalan dengan itu juga diter-

bitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 
22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusu-
nan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da-
erah Tahun Anggaran 2012.

Usaha mempercepat pelaksanaan 
PUG, dikeluarkan Surat Edaran tentang Stra-
tegi Nasional Percepatan Pengarusutamaan 
Gender melalui Perencanaan dan Pengang-
garan yang Responsif Gender (PPRG) pada 
tahun 1 November 2012 yang dikeluarkan 
secara bersama-sama oleh Menteri Negara 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, 
dan Menteri Negara Pemberdayaan Perem-
puan dan Perlindungan Anak. Surat edaran 
ini ditujukan kepada menteri kabinet Indo-
nesia Bersatu II, Jaksa Agung RI, Kepala Ke-
polisian RI, para kepala lembaga pemerintah 
non-kementrian, para pemimpin kesekreta-
riatan lembaga negara, para gubernur, dan 
bupati/walikota. Surat edaran tersebut dike-
luarkan mengingat selama ini masih terdapat 
berbagai permasalahan dan tantangan dalam 
implementasi PUG.

Angka 6 surat edaran bersama terse-
but dinyatakan bahwa dalam melaksanakan 
PPRG yang dibiayai oleh APBD, Pemerintah 
Daerah agar:

a. Mengutamakan program-program yang 
diprioritaskan terhadap pembangunan 
daerah dalam rangka mendukung suatu 
pencapaian prioritas pembangunan 
nasional serta target-target MDG’s, 
dengan mengacu kepada RPJMD, 
Renstra SKPD, RKPD, dan RKA-SKPD;

b. Memilih/menentukan program 
utama untuk dimasukkan pada awal 
penerapan PPRG; dan

c. Menyerahkan dokumen PPRG yang 
ditunjukkan dengan GBS yang telah 
disusun kepada Badan Administrasi 
Keuangan Daerah (BAKD) dan salinan 
kepada Bappeda dan Badan/Biro 
Pemberdayaan Perempuan, serta 
menyerahkan salinan dokumen PPRG 
bersama dengan salinan Renja Daerah 
kepada Menteri Dalam Negeri c.q. 
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan 
Daerah.
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Menindaklanjuti surat edaran terse-
but, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah 
mengeluarkan Surat Edaran No. 050/6199/
SJ Tanggal 10 September 2013 (SE Mendagri) 
yang ditujukan kepada seluruh gubernur di 
Indonesia. Angka 2 SE Mendagri ini meme-
rintahkan agar adanya pembentukan Sekre-
tariat PPRG Daerah yang harus direalisasikan 
paling lambat Minggu 1 Oktober 2013. Se-
lanjutnya dinyatakan bahwa gubernur memi-
liki tugas untuk melakukan pembinaan dan 
pengawasan kepada pemerintah Kabupaten/
Kota berkaitan dengan pelaksanaan Strategi 
Nasional Percepatan PUG melalui PPRG dan 
melaporkan pelaksanaan PPRG di Kabupa-
ten/Kota dengan menggunakan format pe-
laporan yang terdapat dalam lampiran surat 
edaran tersebut (Susiana, 2015: 4-5).

Secara umum, pengintegrasian gender 
dalam dokumen perencanaan dan pengang-
garan diawali dengan analisis gender yang 
dapat dilakukan menggunakan instrumen 
Gender Analysis Pathway (GAP) ataupun alat 
analisis lainnya. Analisis gender diintegrasi-
kan kedalam dokumen perencanaan baik itu 
yang berada di tingkat pemerintah daerah 
seperti Rencana Pembangunan Jangka Me-
nengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah, maupun di tingkat SKPD 
seperti Renstra SKPD dan Renja SKPD. Hasil 
analisis gender secara konsisten mempenga-
ruhi dan dijabarkan dalam dokumen lainnya. 
Hasil analisis gender dalam RPJMD dijabar-
kan ke dalam RKPD dan mempengaruhi 
Renstra SKPD, yang selanjutnya dijabarkan 
dalam Renja SKPD. 

Mengintegrasikan analisis gender da-
lam kebijakan APBD dalam rangka mewu-
judkan tujuan kesejahteraan bagi perempu-
an, maka perlu dilakukan hal-hal berikut ini 
(Arifah, 2018: 90-99):

a. Memperhatikan perbedaan pengalaman 
kemiskinan perempuan dan laki-laki 
sehingga dapat diidentifikasi penyebab 
terjadinya kemiskinan dan dampak 
yang ditimbulkan:

b. Kemiskinan menyangkut hal-hal yang 
dialami oleh kaum miskin dalam 
kondisinya, maka harus ditelaah 

dapatkah laki-laki dan perempuan 
memiliki pengalaman yang berbeda 
mengenai kondisi kemiskinannya; dan

c. Melakukan analisis kebijakan yang ada 
dan merekomendasikan adanya analisis 
gender dalam kebijakan yang dibuat 
untuk meyejahterakan perempuan 
terutama terkait pemberantasan 
kemiskinan.
Hasil analisis gender dalam dokumen 

perencanaan dituangkan dalam dokumen 
penganggaran sebagai respon dari sisi aloka-
si anggaran, RKPD dituangkan dalam KUA-
PPAS dan Renja SKPD dituangkan dalam 
RKA SKPD. KUA-PPAS kemudian dijabarkan 
dalam RKA SKPD. Untuk memastikan bahwa 
penganggaran sudah merespon kesenjangan 
dalam analisis gender, dibutuhkan satu per-
nyataan bahwa ada alokasi anggaran dalam 
program dan kegiatan untuk mengatasi per-
masalahan kesenjangan gender terutama ter-
hadap perempuan. Pernyataan ini dituang-
kan dalam GBS yang menjadi bagian tidak 
terpisahkan dari RKA-SKPD. Kumpulan RKA 
dari seluruh SKPD menjadi dokumen APBD.

APBD sebagai produk politik, merupa-
kan hasil akhir dari proses panjang dan tarik-
menarik kepentingan dari masyarkat (diwakili 
oleh DPRD) dan teknokratis yang dipresen-
tasikan dari pemerintah daerah (Bupati dan 
SKPD) yang diharapkan sebagai penerjemah 
perwujudan keinginan masyarakat di Kabu-
paten Sekadau.

Penerapan ARG melalui penguatan 
fungsi DPRD dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan perempuan, maka perlu di-
pahami bahwa keterwakilan perempuan di 
DPRD sangatlah penting dalam rangka mem-
pengaruhi pembentukan kebijakan untuk 
menjamin pencapaian sasaran yang telah di-
tetapkan dalam dokumen perencanaan dan 
penganggaran (Abidin & Herawati, 2018: 
252).
a. Optimalisasi Kuota 30 % (tiga puluh 

persen) Perempuan di DPRD
Konsep ARG telah berhasil diterapkan 

di Turki melalui mekanisme affirmative action 
yaitu dengan menitikberatkan keikutsertaan 
perempuan dalam ranah publik. Dengan 
adanya keterlibatan perempuan dalam ra-
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nah publik, maka lahirlah konsep keuangan 
yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan 
perempuan. Dana-dana tersebut diperun-
tukkan bagi perempuan yang bermukim di 
perumahan kumuh (perumahan yang didiri-
kan secara illegal dan dibangun dengan infra-
struktur yang buruk), selain itu dana tersebut 
juga diperuntukkan bagi anak-anak, orang 
tua dan kaum disabilitas (Kasapoglu, 2015: 
159-160).
b. Penerapan Kuota Perempuan dalam 

Struktur Pemerintahan
Seharusnya, dalam memenuhi rasio 

keterwakilan, idealnya keterwakilan perem-
puan di eksekutif sama dengan rasio keter-
wakilan perempuan di legislatif, yaitu sebesar 
30 % (tiga puluh persen) yang perlu dilaku-
kan melalui pembentukan regulasi. Selain 
merupakan kontribusi perempuan terhadap 
kehidupan berbangsa dan bernegara, keter-
libatan perempuan dalam ranah politik me-
rupakan suatu keniscayaan untuk mendorong 
kebijakan publik yang berkeadilan dan pro-
terhadap perempuan. Suatu kebijakan, baik 
legislasi anggaran maupun kebijakan lain, 
akan berpihak pada perempuan hanya jika 
keterlibatan perempuan itu sendiri, karena 
perempuanlah yang memahami kebutuhan 
subjektifnya. Kebijakan yang dihasilkan akan 
berdampak langsung maupun tidak langsung 
terhadap peningkatan kesejahteraan perem-
puan.

4. Simpulan 
Urgensi kebijakan penyelenggaraan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Berbasis Anggaran Responsif Gender di Ka-
bupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat 
dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan 
Perempuan adalah penyelenggaraan APBD 
diharapkan dapat mewujudkan Hak Asasi 
Manusia (HAM), Good Governance, mening-
katkan partisipasi, lebih efektif dan efisien 
dan mengurangi tingkat kesenjangan pene-
rimaan manfaat pembangunan. Dalam pe-
laksanaannya terdapat beberapa hambatan, 
yaitu: kesalahan dalam memahami kebija-
kan ARG, ketiadaan alokasi anggaran untuk 
penyediaan profil gender, pelatihan gender 
maupun evaluasi. Usaha yang dapat dila-

kukan yaitu dengan menerapkan instrumen 
Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender 
Budget Statement (GBS) yang didukung den-
gan partisipasi perempuan dalam struktur pe-
merintahan melalui upaya Affirmative Action.

Pemerintah Kabupaten Sekadau diha-
rapkan untuk menciptakan suatu peraturan 
khusus terkait kuota perempuan dalam pen-
gambilan kebijakan keuangan daerah, agar 
setiap kebijakan keuangan daerah yang diha-
silkan dapat merepresentasikan akses, parti-
sipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan
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